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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

BUPATI MAMUJU TENGAH,

bahwa berdasarkan Peraturin Mentcri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nonmor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Repubhk Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pecoman Pemberian Hibah dan Baniuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran I’endapaian dan Belanja
Daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih Janjut
mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial

khususnva yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Mamuju

Tengah,

bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi, clektifitas,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

pemberian Hibah dan bantuan sosial, diperlukan

pedoman peraturan bupati Mamuju Tengah tentang
fata cara pengangsaran., peluksanaan dan

penatausahaan, pertanggunyjawaban dan pelaporan
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6.

serta monitoring dan evaluasi Hibih dan bantuan
sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Kabupaten Mamuju Tengah;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
paca hurul a dan hurul b- perlu) membentuk
Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Angeyaran l'endapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Mamuju lengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah
Vingkat If di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, ‘Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822
h

Undang-Undang Nomor 8 Tahun (985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
gepublik Indonesia Tahun 19€5 Nomor 44,
‘Yarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3298};
Undang-Undang Nomor 31 Tahu 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Kor upsi {Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Vambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Nagar Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);:

Undang-Undang Nomor ZO Tahur 2003 tentang

Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78 dan

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

+301); .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Per bendahaiaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, ‘'ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesi! Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1s
Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Kenangan dan Tanggung

4,

h Kabupaten Mamuju Tengah} 2016



\* ad Peraturan Supati Tentang Hibah & Bantuan Sosia! Yang Bersumber Dart Anggeran APBD

‘ambahan Lembaran Negra Republik Indonesia
Nomor 4578);

16. Petaturan Pemerintah Nomor 3% Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemeriniah, Pemerintahan Daeral Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Lainnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘Taliuin 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 737}:

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
(entang Standar Akuntansi ?emeriniahan (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia
Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20/2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $272);

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagnimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tatum 201] Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor'14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua

atasy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 541);
MIEMUTUSKAN :

Lo
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10.

Peraturan Bupati Tentang & BanSe tuan Sosiat Yang Bersum

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dimaks.ud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Manuju Tengah
Pemerintah Daerah ad: » Hite

Maruju ‘tengah
ah adidah Pemerintah Kabupaten

Kepala Daerah adalah Bupatti Mamuju Tengah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya
disingkat DPRD atau sebutin lain adalah lembaga
perwakilan ralkyat daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggara:n pemerintahen
daeiah yang dapat dinilai dengan ung termasuk di

dalamnya seyvala bentuk kekavaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan vang meliputi percncanaan, pelaksanaan,
penitausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerali.

Anggaran Pendapatan dan Belanj:: Daerah yang

sclanjutnya disebut APB adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan,

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) ang sclanjutiya

disc but PPKD adalah SKPKD.
Ke Daerah yang

3¢ Kerja Pengelola KeuanganOran (
but SKPKD adalah Prrangkat Daerah

: iutnyva diseselary
Pemerintah Dacrah yang melaksanakan

padi
pengelolaan APBD.

ae i ‘lanjutnya
‘ ‘erin Perangkat Dac rah ying s¢

"SKPD adalah Pcrangkat Daerah pada
disebut

z

:
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} .eo.

Pemer‘ntah Daerah selaku PenggunaAnggaran, Barang.
J1. Tim Anggaran Pemerininh Daerah Vang selanjutnyadiscbut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Surat

Keputusan Hupati Mamuju Tengah dan dipimpinoleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah,
yang mempunyai tigas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Wupati dalam rangka
penvusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari
Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan,

12. Rencana kerja dan Angearan PPKD \ ang sclanjutnya
discbut) REKA-PPKD adalah rencana kerja dan
anggaran PPKD Kabupaten Mamuju Tengah selaku
Bendahara Umum Daerah.

13. Rencana Nerja dan Anggarar SKPD \ang sclanjutnya
disebut RKA-SkKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
angvaran SKPD.

‘

14. Dokumen Pelaksanaan Anggarar, PPKD yang
sclanjutnya disebut DPA PPh merupakan dokumen
peleksanaan anggarain PPkKID Kabupaten Mamuju
Tenvah selaku Bendaharit Umum Dacrah.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKV?D yang
sclanjutnya discbut DPA-SKI?]) merupakan dokumen
yang memuatl pendapatan dan belanja setiap SKPD
veng digunakan sebagai dasar pclaksanaan oleh

Pengguna Anggaran.

16. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau
Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah,
masyarakat dan organisasi kemasvarakatan, yang
secara spesifik telah diterapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus mencrus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah.

17 Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa

__
(Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah] 2016 :
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Vos. Peraturan Bupati Tentang Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggeran APBD

uang atau barang dari Penicrintah Daerah kepada
individu, keluarga, kclompok atau :mnasyarakat yang
sWfainya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dali kemungkinan
terjadinya risiko sosial.

18. Risiko sosial adalah kejadi:an atau peristiwa yang
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial vang ditanggunyz olch individu, keluarga,
kelompok cdan/atau masyarakat sebagai dampak
«risis, ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan
bencana alam, yang jika tidak diberikan Bantuan
Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup
dalam kondisi wajar.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sclanjutnya
disebut NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang
bersumber dari APBD antara pemerintah daerah
dengan penerima Hibah.

20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang
dibentuk olch anggota masyarakal Warga Negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kegiatan, profesi, fungsi, ayama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan
seria dalam pembangunan dalam ringka mencapai
tujuar nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik fndonecsia yang berdasarkan Pancasila,
termasuk opanisasi non penicrintah.in yang bersifat
nasional dan dibentuk terdasarkan ketentuan
perundang-undangan,

21. Bendahara Lmum Daerah yang selayijutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak latam kapasitaslu
sebagai bendahara umunt dacrah

BAB IT

RUANG LINGKUP
Pas. 2

imgkup Peraturan upati ini meliputi
pelaksinain dan penatiiusahaan,

sertanggungiawaban sert: monitoring dan
Rusuig
penganggiran,
pelaporin dao f

(Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah] 2016 Pe]
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Peraturan Bupsti Tentang Hibsh & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anqgaraty
/

ea

evaluas: pemberian hibah dan bantuan sosial ”
bersumber dari APBD.

Pasa 3

(1) Hibai sebagaimana diniaksud dalam pasal 2 dapat
berupa uang atau barang atau jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana cdimaksud dalam pasal ‘2
dapat berupa uang atau barang atau jasa.

BAB
BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasel 4
(1) Pemerintah daerah dapat memberikiin hibah sesuai

kemimpuan keuangan daerah.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sctelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan untuk menunjang pencipaian sasaran
program dan kegialan pemerintah daerah sesuai
urgensi dan kepentingan dacrah dalam mendukung
tersclenggaranya jungsi pemcrintahan,
pembangunan dan komasvarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan. kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) remenuhi kriteria paling sedikit
a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
bh) bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak

seeara terus mencrus setiap tehun anggaran
scesuai dengan kemampuin keuangan daerah,
kecuali ditentukan lain oleli peraturan
perundang-undangan,

v) memberikan nilai mantaat bai pemerintah
daerah dalam mendukung (crselenggaranya
fungsi pemeriniathan, pembangunai dan
kemasyarakatan; dan

‘[Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah} 2016 &



3 Peraturan Bupats Tentang Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran APBD

d) memenuhi persyaratan penerima hibah.

PasalS
Hibab dapat diberikan kepada.
a. pemeriniah pusal:
b. pemerintah daerah fain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Miltk Nacrah; dan/auu,
d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia

Pasial 6

(ilibali kepada pemerintal pusat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 hurufa diberikan kepada
satuan kerja dart kementerian/lemb.iga pemerintah
non kementcrian yang wilavah kecjanya berada
dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
Tengah.

(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya
scbagaimana dimaksud dalam Pasi 5 huruf b
diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undargan.

(3)Mtibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam
rangka untuk meningkatkin pelayanan kepada
masvarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4jlfibah kepada Badan Usaha Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalim Pasal S huruf c
diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah
yang diterima pemerintah «daerah dari pemerintah
pusal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5)Mibah kepada badan dan lembagi sebagaimana

(Pemerintah Daerah Kabupaten
Mamuju Tengah) 2016 Bg
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dimaksud dalam Pasal § iberi5 huruf i iBadan dan Lemhbaga:
Oberon kepada

iL yang bersilat nirlaba, sukarela dan sosial yangdibentuk berdasarkan peratiiran perundang-
undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki Surat KeteranganTerdattar vang
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, atau
Bupati; atau

©. yang bersilat nirlaba, sukarcla bersifat sosial
ke masvarakatan berupa kelompok
masyarakat/ kesatuan-kesatuan niasyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesual dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah
pusat dan/atau pemcrintah daerah melalui
Pengesahan atau penctapan dari pimpinan
instansi verlikal atau kepala satuan kerja
perangkat dacral (orkait scesuai dengan
keweningannya.

(6)! bal: kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indoncsia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S hurul d ctiberikan kepada organisasi
kemasvarikitan yang berbedan liukum yayasan
atali organisasi kemasyarukatan) yang berbadan
hukum perkumpulan yans telal) mendapatkan
pengesahan badan hukum kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuial peraturan perundang-undangin.

Pasa7
(1) Flibah kepada badan dan lemba:a sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5} diberikan dengan
persyaratan paling sedilkit:
a. meniiliki kepengurusan vang jelas;
b. memiliki surat keterangan domisili dari

jurah/kepala desa sctempat; dan
berkedudukan dalam wilayal: administrasi

Cc. ;

Pemerintah Daerah Kabupaten Miamuju Tengah.

(2) Hibah kepada orpanisasi kemasyvarakatan
dalam Pusal © ayat (6)sebagaimana dimuksud

_ee
(Pemerintah

Daerah Kabupaten Mamuju Tengah} 2016



; Peraturan Bupati Tentang tibah & Bantuan Cosiat Yang Bersumber Darl Anygaran APBD3—

(Pemerintah Daerah kabu

diberikin dengan persvaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada kementerian yang

membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia paling singkat 3 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peratuian perundang-
undangan;

b. berkedudukan dalam wilayali administrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
dan

c. meiiliki sekretariat tctap di Kabupaten Mamuju
Tengah.

Bagian Kedua
Penganggaral

Pasal8
(1) Pemcrintah pusat, pemerintih daerah lain, Badan

Ysaha Milk Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah, bacan dan lembaga, scrta organisasi
krmasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dapat menyampaikan usulan hibah secara
vertulis kepada kepala aacrah

(2) Kepala deecrah menunjuk SKPD terkait
untuk melakukan evatuasi usuliun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

(3) Kepala SKPD terkait schagaimana ilimaksud pada
aval (2) menyampaikan hasil cvaluasi berupa
rekomendasi kepada Bunati melalui TAPD.

(4) PAPI memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuni dengan
priortas dan kenimpuan keuringan dacrah

Pasial 9

(1) Kekomendast kepala SKPID dan pertiabangan TAPD

sebapaimiuia dimaksud dalam Pasal 8 ayal (3) dan

ayat (4) menjadi ‘daser pencantuman alokasi

ung hibah dalam raneanyan KUA dan PPAS

(2)Pencantuman alokast anysaran sebigaimana
dimaksud pada ayat (iJ, mclputi anggaran hibah

herupa ang, baring, tan. jasa.

paten Mamuju Tengah] 2016 og
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Pasal 10

hiner rupee
yang dicanlumkan daliim RKA-PPKD

RKA-SKPD
pa barang atau jasa dicantumkan dalam

PRD dan
RKA-SK?D scbagaimana dimaksud

penvangenran ‘hibar tale ype menjadi dasar

perundang-undangan
sesuai peraturan

3) RI

Pasal 11

(1) Wibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasitl 10 aval (1) dianggarkan dalam kelompok
belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek

pee hibah, dan rincian obyek belinja hibah pada
«1D,

(2) Obvek belanja hibah dan rincian obyck belanja hibah

(2)

__
(Pemerintah

Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Nepara atau Badan Usaha

Milik Daerah; dan/ atau;
d Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan

vang berbadan hukum Indonesia.
llibah Dberupa barang alau jas. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan
dalam kelom pok belanja langsuns yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belunja barang dan jasa,
obyek belanja hibah barang atau jasa dan

rincian obyek belanja hibah barang atau jasa

yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

Pasal 12

an daftar nama penerima, alamat
hibal dalamy Lampiran 18

tentang Penjabaran
3upad mencantumké
pencrima dan besaran

Peraturan Kepala Daerah

APBD.
Formal Lampiran Ul Peratuvan Kepala Daerah

Bi
Kabupaten Mamuju Tengah] 2016



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(Pemerinta

ge

Sebagaimana dimaksud padi ayal (1)dalam Lampiran
bagian Yang tidak

lercantumLl Peraturan Bupati ini, sebagai
, terpisalikan dari PeraturanKepala Daerah tenlang Penjibaran APBD.

Bagian Ketiva
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran Itbah berupa uangberdasarkan atas DPA-PPKD

Pelaksanaan Anggaran Iibat berupa barang atau
Jjasa berdasarkan atas DPA-SKID,

Pasal 14

Sctiap pemberian hibah dituingkan dalam. Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yany. ditandatanganibersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan
Penerima Hibsah.

NPHD sebayaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA serla
daftur penerima hibah vanp ditanda tangani oleh
Bupati.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
scdikit memuat:
a. pemberi dan penerima Hibah;

b. tujuan pemberian Hibah,

besaran/tincian penggunaan Hibah uang atauc.
n

Hi

barang/jasa yang akan diterima,

d. hak dan hewajiban;

( tata cara penywuran/pens erahan Hibah,
ctle

lata cara pelaporan penggunaan Hibah;

Jamaja Tengah? 206 a
fh Daerah Kabupaten Mamuju Tenga



as} Peraturay BupatiSs Pati Temtang Hibah @ Bantuan Sosiat Yang Bersumber Dart Arari Anggaran APBD

(4) Bu ati
Pemerinteeet menunjuk —pejabat —_dilingkungan

acrah yang liberi wewenang untukmMenandatan ani NP.

barang dan jnoa.
NPHD berupa uang maupun jenis

Pasal 15

(1)
pepala

daerah menetapkan daftar penerima hibah
vane ne eran Wang atau jenis barang atau jasa

ae
an dihibahkan dengan keputusan kepalaacrah berdasarkan Peraturan daerah tentang APBDdar raturi j j

APBD Uuran kepala daerah tentang penjabaran
(2) Daftar penerima hibah sebapaimana dimaksud pada

Menjadi dasar penyaluran/penyerahanah.
(3) Penyaluran/penyerahan hibah diui pemerintahdaerar kepada penerima hibah ditakukan setelah |

penindatanganan NPHD
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan

dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berpedoman prda peraturan perurnclang-undangan
teniang pengadaan barang dan jasit.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjaw aban

Pasal 17

(1) Penerima hibah berupa vang menyantpaikan laporan
penggunaan hibah kepada bupati melatui PPKD

!

dengan tenbusan SKPD terkai.

a hibah berupa hbarang/jasa menyampaikan
a bupati melalui kepala SKPD lerkait.

laporan kepad

intah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah] 2016

[Pemeri



oo

a4

~~
in Social Yang Bersumber Dari Anqgaran APBD

Peraturan Bupa‘, Tent any Hibsh & Bantua:

; Pasal 18l(1) berupa uang dicatal sebagai realisasi jenis
Delanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran
verkenaan,

berupa barang atau jasa dicatat sebagai
ealisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja

thH

barang dan jasa dalam progr: ie

SKPD terkait.
Program dari Kegintan pads

(2)

Pasal 19
Pei langgungjawaban pemerintah daerah atas
pelnbenan hibal: melipulti:
a. Usulan dari valon penerima hibah kepada bupati;
b. Keputusan bupati tentang penetapan daftar

penerima hibah;
c. NHPD;
d. Pakta inteyritas dari penerima hibah yang

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NIIPD; dan

c, Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa
uang atau bukti serah/terima barang jasa atas

pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20
(1) Penerima hibah bertanggunpjawab secara formal

dan material atas penggunaan hibuh yang
diterimanya ; ;

(2] Perlanggungjawaban penerima hibali meliputi:

a. Laporan penggunaan hibah;
b. Surat pernyataan langgungjawal yang

inc.watakan bahwa hibah yang diterima telah

digunakan sesuai NIIPD; dan
Bukli-bukti pengcluaran sang kngkap dan sah

sesta peraruran perundang-undangan bagi
penerima hibah berupa Wang atou salinan bukti
serah ceruna barang/jasu bagi penerima hibah

berupa burang/jasa.

(3) Pertanggungawaban scbagrimana dimaksud pada

aval (2) huruf a dan hurul ty disanipaikan kepada

pupiti paling lambat tangyal 10 bulan Januari

(Pemerintah |
Daerah Kabupaten

Mamuju Tengab} 2016 I
ah



has ousel Tang

tahun a ar .Negaran berikutnya, kecuali ditentukan lainsesual
Pert: Peratiiran perundang undanyan
“CTanggungiawaban scbaguimana di naks
(2) hurur ! dimaksud ayat

disimpan dan diper unakan oleh
penecrima hibah selaku obyek pemer lesan.

(4)

Pasal 2]
cicantuinkan ada |

keuange I 4 a hon
‘ ingan pemerintah daerah dalam tahun

angsaran berkenaan.
(2)

pian berupa barang yang belum diserahkan
epada pencrima hibah sampai denzan akhir tahun

angyaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca.

(1) Realisasi hibah

Pasal 22
(1) Realisasi hibah berupa_ barang dan/atau jasa

dikonversikan sesuai standar «akuntansi

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran
dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah.
(2) Format konversi dan pengunykapan hibah

berupa barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran

{ij Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesalu
Umum

Pasal 22

dacrah dapat memberikan bantuan

anggota/kelompok
masyarakat

in keuangan daeral.. ;

le puntuan sosial scbagaimiana dimaksud
(2)

)

dilakukan setclah memprioritaskan
pada ayal OF ae tanja urusan wajil dan urusan

pemenuhet ean memperhatikan
asas

keadilan,

piliran an. “asionalitas dan manfaal untu

kepatutal.

(1) Vc merintah
sosial

| kepada
sesual kemampue

2018
B

ja Te -h] 2

ta Da Kabupaten
Pem



Anggota/kelompokdalam Pagal 23
a.

b.

(3)

(4)

(Pemerintab
Daerah

Masyarakat,

Pasal24
Masyarakat scbagaimana dimaksud

Mdividu,

mengalami tate dan/aiau miusyarakat yang
dari ' <eadaan yang tidal stabil sebagai akibat
fenomens aye ekonomi, politik, bencina, atau

am agar «dapat memenuhi ke. ebutuh
hidup minim.aim:

man

lembag:ee Wa Non pemerintahan bidang pendidikan,
easanaan,

dan bidang lain yang berperan untuk
me indungi individu, kelompck, dan/atau

piasvarakat
dari kenuinghinan terjadinya resiko

SOSLULL.

25
Bantuan sosial beriupn uang k-pada individu
dan‘alau keluarga sebagainiina dsmaksud dalam
Pasal 24 burul a, terdin dari bantu:n sosial
kepada individu dan/atau heluarga yang
direncanakan dan yang tidak dapi.t direncanakan
sebeluranya.
Bantuan sosial yang <«irencanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokisikan kepada
individu dan/atau keluarpa yan, sudah jelas
nama, alamat penerima dan besarainya pada saat
‘nyusunan \PBD.

Bantuan sosia! yang tidak dapai direncanakan
sebeluimnya sebagaimana dimaksud pada aynt (1)

dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial

tidak dapat diperkirakan pala saat
vans APBD yang apabila ditunda
Poet

anannva akan menimbulkan resilco sosial

ene lebih besar bagi individu dan/atau keluarga

(2

ang

bersangkutan.et alokasi anggaran yang tidak dap’

rencanakan
sc ima dimaksud

i é scbelumnva sebagaimana
“a 3) tidak melebihi pagu alokasi

pada aya ans
jme imaksud

rang direnc 1 scbagaiinana di
as

« Vallsangpal
pade avat (2).

_
Kabupaten

Mamujd Tengah] 2016



+

fed) Hibah

(Pemerintah Daerah

re 4 "g Bergy

(1) embe; Pasal 26lan by;

dala in iasal wan SOsia] St
bagaiing :

Sedikit:
3 ayat (1) memenurn

nig tmaksud
enous kriteria sclektit,

Tia paling
b meme“Menuhi Persyar.s¥aratan pener

bantuan;
© bersifar sementarakecugli a dan tidal tidalam tardy.

€rus menerus,
berkelanjutan:

keadaan tertentu dapa,d. Sesuar tui:

(2) Kriteria selekt iman:
di

Q) hucut a diane ema dimaksud pada ayat
(berikan kepada calon sosial hanya
untuk melindungi dari k penerma yang ditujukan

(3) Kriters 1 kemungkinan resiko sosial.ema persvaralan penerinis bantuian sebagaimanadimiksud parla ayat (1) huru: b melip uti:a. memiliki identitas yang jelas; dan
b.

berdomisili dalam wilayah administratif
Pemerintahan dacrah Kabupaten Mamuju tengah.

(4) Kriteria bersifat sementua dan tidak terusmenerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial
uidak wajib dan tidak harus diberikiin setiap tahun
angearan,

(5) Keadaan tertentu dapat berkclanjuten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huval e¢ diirikan bahwa
bauntuan sosial dapat diberikan setiap tahun

angegaran sampal penerima bantuan telah lepas dari
esi sosial,

(0) Ki
hernia

set tujuan penagunaar scbigaimana
dimaksud pada ayat- (Ll) nuirue

d bahwa tujuan

pemberian beatuan susial mehputi:

a. re ha bilitast sosial,
perlindunga susial,
pemberdayaan sosial:

J. jaminan sosial:
gulangan ke

ruangar bencana.y niskinan, dan
oO, PCMag
I, penangeu

sil 27Psi imak: ucl dalam Pasali wd
j vat sebagaimanit ¢

(1) ehabilttas!
sosia! so aki) untul, memulihkan

16 aval (0)

ju Tengah} 2010

‘Kabupaten
Mam

horul a ¢

bi

penggr



on fl Persturan Bupati Tentan,g 9 Hib,
Ba

Gg
ah &

ntuan Sogial Yang BerStinber DaryAnygare
mn Are

(3) Pemberdayaan

momen nimin ‘Penerima _bantuin agar dapat
(5) Pe

ebutuhan dasar hidupnya yang layak.9)
alan Pan, Kemiskinan

sebagaimnana dimaksud
ala 2 9 ayal (6) huruf e merupakan

kebiyakan, program, dan kegiatan vang dilakukan
lerhadap orang, keluarga, kelompuk masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
Mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (6) huru! f merupakan
serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 28
t berupa vuang atau barang yang

diterima langsung oleh pereriinat
van imaksudi ung seba, ana

‘ an sosial berupa U
ayall

(1; adalah uang yang dilertkan secara
penerima seperti beasiswa 2g.

: iatsnyelola yatim piatu,
ia, terlantar,

(1) Bantuan sosial dapa

pada aye
langsung kepada

miskin, yayasenanak kat lanjut usia,
asyarakamiskin, mass tin putra pnelay

a" i dan tunjangan
kosehatin P

cacal bere DL.

pahlawan yang tidak ma barang sebigaimana
é i « . . yup arang Yang

: : osial 0 adalah barang
y¥é

(3) Bantuan 8?
fa aye (1) ade da penerirna

dimaksud p.tde langsuns kepice
secalédiberikan

{Pemerintah DaerahKabupaten

ver angka
1

fi ngs 1puan
a ay

dungan Yar
dap melaksanak

as 26 gaayat (6) h lim aksud dalah dan juka
ta angan esiko

akat
lari guncangan

agar kelangs
kel arga, kel mpokpe “de gan] gan dup

di
pat

Pasz Sebaga
ayat (6) hurt

limaksud dalam
likan tujukanitau kelo

pu dayampu hi but(4
gaimana dim

(6)
sud dalam Pasal 26

upakan
g§ melembaga

le

£gl
6

bi

(2)

ol
Mamu Teng
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Pera ang Hibah & Bantuan Soe $B
APBD

seperti
sekol bantuan kendluar biasa sys qth OpiSWesta dan ni

Tasional untuk
asyarakat tj akunt ; id

Makanan/piakai
uk Nelayan miskin,

h b
bantu

bo perah

AL he
cur: lernak bauj Cpada yatimKurang Mim pu, bagi kelon. pok Masyarakat

p

Bagian Kedus,
Pengangearan

Pasal 29
{1} Anggote/kelomn< pok masyarak: . :

tertulis kepada bupati
Yarakal meayempaikan usulan

2) Bunati . :

sic .(2) cats nut SKPD terkait wi.tuk melakukans sulan tertulis sebagaiing i

padi avat (1)
gaiinana dimaksud

(3) Kepala SKPD terkait sebaguimana dimaksud pada
ayal (2) menyampaikan hasil cvaluasi berup
rekomendasi kepada bupati melalui TAPD. ’

(4) TAPID memberikan pertimbangan atas rekomendasi
scbugaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan
priovitass dan kemampuan keuangan caerah.

Pasal 30

(1) Rekomendasi kepala SKPD d

sebagaimana dimaksud dalam
7 Qqe {

aval (4) menjadi dasar pencan
bantuan sosial dalam rancangen KUA dan PPAS.

i imana
(2) Pencantuman alokasi

anggaran
dimuksud pada avat (4), m Pee
bantuan sosial berupa uang dan/a g

an pertimbangan TAPD
Pasal 27 ayat (3) dan
uman iokasi anggaran

Pasal 31
berupa walls dianggarken dalam

é sosial ‘enis belanja
(1) Bantuan sosia ae ung, jenis

| tidale 1911 hantuan sosial,
keloinpok

, D.
bantuar sosial nja baniuan sosial pada PPKD

belanja
obyel belana

b)obv bela

(2) Objek belanja
belanja

Dé

b mana aksud padadi
| seba

nt

avat (1) meliput: au k vargt
a, individu dan/a
b.

at; dan
b. masyarak

uj Tengah]
2016

TPemasinpon
ff

(Pemerintah Dagrah Kabupaten
Ma



ibah g

ng Beray
Dart a,

APBD

Ic bag(3) 5 Peme Ntah
kelomp be y
ked b la lanos aang dia

pro Yan; dalamked je key difo ulasbe

iu Ten
Pemerintah Daerah Kabupaten Mama)[

4a ring;
obyek

barang “ clan obyekvan kana
Masyarakat Pad: suena
Pasal 32
antumkan daltar naan besaran bantu,Peraturan

rmasuk bantu:.n
Uarga yang tid;

(1) Kepala Dacral, menealamat Penerima de
Lampiran py
APBI), Uidak tedin /atau ke!
sebelumnya,

(2) Format Lanipiran ty Peraturan Kepala Daerahsebigaimana dimaksuc Padi ayat (1) tercantumdalam Lampiran [2 Peraturan Bupati ini, sebagaiOAgUN vang tidak lerpisahkan lari PeraturanKepala Daerah fentang Penjabaran “PBD.

ma penerima,

“nang PenjabaranSosial kepada individu
Ue dapit direncanakan

Bagian Ketiza
Pelaksanaan dan Penitiausahaan

Pasal 33
(1) Pelaxsanaan anggaran bantuan sosial berupa uang

berdasarkan atas DPA-PPKD.
;

(2) Polaksanaan anggaran bantuan sosiai berupa barang
berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34 ;
menetapkan daftar penerima dan

n bupazi
besaran bantuan sosial

dengan tentang
APBD

danraberdasarkan peraturan dae!
ibaran APBD.

:
ah tentang penji

peraturan kepala daersh
than bantuan sosial

(2) Penyaluran

(1) Kepala Daerah

4 mnycr idan/atau peny ‘ima pantuan sosial
pe me tia

ca ada daflar pel usan _bupatl
yang tercé

dimaksud pada ayé

atau keluargasebagaimana ividu das/
sosialbantuan sosial

t
yang, tidak dapa

sebelumnya

ban
be “Ayalane Yang diy

bela jaba
kep hak ket

Bi dala

keputtu daldi
{1ub

epac

hJ 2016



ia
9 Nibah

k Sor ty
9
Bers

Dati A,
AP

KEPE
in3) Peny alurans

angsung (LS),ae ban
nilai sampa;

tuan sogj
ai al berup;

Pai dengan Rp 5.000.000, 00° th
dengan

lima jutarupiith) :

Pencairan
iat

n
nekinisme tambah uang ru) dilakukan melal

.
alui

(6) Penyatsyiuliran dan¢
baniuan

a bantuan sosial
sosial sebagaimana dimak ae penerima

sud

pada ayat(4) dilengkapiapi dengan ‘ :

uany bantuan sosial
kuilansi bukti penerimaan

Pengadaan bar
relate

engages arang dan jasa dalam rangk:
i

pebugedmang
dimaksud dalam Pagel ayut 2)

pedoman pada peraturan perundang-undangin.
a

Bagian Keem pat
Pelaporan dan Perlangzungjaw. ban

Pasal 36

antuan sosial berups:
an bantua: Sos

uang menyampaikan
jal kepada bupati

tembusan kepada SKPI) terkait.

sosial berupa barang

engstinaan
pantuan sosial

sKPD te: kait.

(1) Penerima b

lapolan penggura
melalui PPKD dengan

(2) Penerima pantuan
mem ampaikean kiporan P

nenada bupall melalui kepala
~

Pasal 37
:

:
vatat ©sebagel

(1) Bani tan sosial beruipl coal pada PPKD

realinasi jenis belanjal pantuan
aan.

oa

datam tahun anggaran berke® jicatat -cbaga!
realisasi

(2) Bantuan sosial berupa barang (1

—

Mari Tengah]
201°

(Pemerintah Daerah Kabupaten

asa}id Ye ahan
tau

daJ
Makan Sebely; J aly €padake

di
Pp 25 inva

bagai apat
m

tertr lar
be Padakuta ata /atau kelyiang D su it ce arg, yan,

ta dar pejabatkep ila dacrah telah nendap Pers tuyu4) tr k
de be upa

SKPD terkan

Dal Pembayaran | dilakukan
1

ban



me peraturan Bupati Tentang Hibah @ B,

obyck helanj
barang dan ; an

c as:SKPD terkait,

Se laly

Pasal 38J) PPK)(1) MmMembuat rekapitulasjsosial kepada~ Individu dan /.

daput direncanakan eta keluar

Gimaksud
dalam Pasa} 3a emnyeanygal 5 Januari tah

i

ay

EE UN anpgar
|

(2) Rekapitulasi sebagainny beriku lambat

memuat nama 5} Pada ayat (1)
banivan Sosial y

:

incividu dan/atau keluarga masing-masing

1) Per Pasal 39
(1) Pertanggungjawaban

—
pemerintah daerahpemberian bantuan sosial mecliputi:

alas

a. Usulan/permi dariea permintaan tertulis dari calon penerima
al an sosial atau surat keterangan dari

pejabat yang berwenang kepada bupati;
b.

_

keputusan kepala daerah tentang penetapan
daftar penerima bantuan sosial;

uc. pekta integritas dari penerima bantuan sosial

yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
dan

dc. bukti transfer/penyernhan uang atas pemberian
uang atau bukti serahbantuan sosial berupa
mberian bantuan sosial

terima barang atas pe

berupa barang. ; 4

(2) Pertanggungjawaban sebageimana eT eredc i

ayat (1) huruf b dan huru
YANR

bantuan sosial bagi individ ‘ nae
tidak dapat direncanakan seben

Pasal 40 ‘ayal) secara
: ngjawasosial ber(anggu bantuanlenerima bantuan soste unaan0

ene L dan material atas penge

! sosial yang diterimany#-

(2) Pertanggungjawaban
meliputl:

oi Ay
Pep

bantyja
Pro Jeday belanja

Pada

Peny ut
bant

ga tid
) Baimang

tny
naksuc

pene uama
ang dan be

Oleh

keluarga

sosial

penerina

——rrpgah} 2016_
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perature Bupat Tent
fuan Sosiat y

Ber

Pap

Poran pc
lu

u ant
b nsan

pe al le Pen ma

le bahwa “nggu ajaw,a
Bl tuaria

c bukti-bukt
sesuaj
penvrima
salinan bukti ser, in

esua un

yang

Dantuan Sosial ber
(3} Pertanggungjawaban 5

Pengeluaran
Peraluran

la

ley

bantuan
Bkap dan ahPert idang

so. Ndanzan agi
bara 8 ba

tau
Upa ba pe

kcpala daerah Paling |

‘ & lamb 7Januari lahun
an at tanggal 10 bulan

(4) a dan py
nana maksud pada

18a) paikan kepada

anggaran berik ulnya, kecualidaditentukan Jain Scsuai peraturan perundang-undiangan,
(4) Pertanggungjawaban Sebagaimana dimaksud padaaval (2) huruf e¢ disimpan dan dij-ergunakan olehpenerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasa! 41
(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan

keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

belum(2) Bantuan sosial berupa barang
yang rmdiserahkan kepada penerima aan nel iedengan akhir tahun anggaran berkenaan duap

la

sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 42 bevtipa barang. : 7 sosli 5

(1) Realisasi a, standar akuntans!
sesuidikonversikan
poralpemcrintahan pada nae alas lap

diunpkapken pada cata an euanyan pem
dalain penyusunan lap

“pandaerah, dan pengungk ip aksud ayat(2) Format konversi
; bagaimane

aturan BUsosial berupa barang S¢
OP ] Peratura

tum pada Lam pire
(1) terean

suran dan
-ealisasi ange

;re
ran keuangan

erintah

bantuan

patia

ini.

sagan} 2016
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*metintah Daerah Kabupaten

peatran
Bupan Témany ruvah & Bantuan Sosiat Yang Bers at

ygoran Ap

BV
MONITORING DAN EVALuagy

(1) SKPD terkait melaky
pemberian hibah dan 5

(2) Hasil monitoring
dimaksud pada ayat (1) di
dengan tembusan kepada SKPD y

tugas dan fungsi pengawisan
,

kan monitoring

Pasal 43

antuan sosial.
dan

—
cvaluasi

(lan evaluasi atas

Sebagaim
Mpaikiin kepada bupati

un

Pasal 44
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapal. penggunaanhibal atau bantuan: sosial yang tidak sesusi denganustilan yang telah disetujui, penerima hibah atau
bantuan sosial yang bersangkutan dikenakian sanksi
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

-asal 45
(1) Tate cura penganggaran, peliksanaan dan

pen:tausahain, pertangyungjawaba. dan pelaporan

sertit monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan

sosial diatur lebih lanjut dengan perai wran pa an
(2) Pemermitah daerah dapat mengangg. a neraturan

bantuan sosial apabila telah Daa a ada ayat
kepida daerah sebagaimana dimak

t(1). » dimaksud pada ayat;
se ha dima

(3) Peraturan bupatl seb Peraturan
Bupat

1) harus menyesual an persetuI paling lambat sebeli”
DPRD

bersama Pemere uran
terhadap Rancangal
APL. 7

(4) Dalam hal pense yatur
den

pengaturan
sosial tertentu
perundang-undangé d dikec alike”
pengelolaan dimaksu

Bupati ini.

agaima
kan dengan

|ditetap
ih Dacral: dengan

paerah tentang

pantuan
b jatau eraturan

Ic
1
naka

dari Peractus
d

|
.

gah]
gold

en

4
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